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wALI Ko皿s工BOLGA

pRovrNsl SUMATERA uTrm

PBRATURAN WAし量KOTA S重BOLGA

NOMOR 05 TAHUN 2022

TEN皿NG

pETUN↓uK TEKMs PELAKSANAAN KBGIA皿N FAslu皿s量BANTUAN soslAし

KBs即AHTERAAN KELUARGA Ko皿s量Bo鵬A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wALI Ko皿s暮Bo鵬A,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaks劃aan pemberian bantuan

sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah perlu dilakukan pengatul.an dalam hal

pengelolaan dan pelak鍋naarmya;

b. bahwa salah組tu program kegiatan pemberian bantuan

sosial di Kota Sibolga ad血ah Fas出血si B紬tuan Sosi瓢

Kes匂ahtera紬Keluarga;

c〃　bahwa untuk kelanca則d紬　艇種ib adm血is廿asi se巾a

tercapalnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan

kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Kota Siholga, perlu disusun petunjuk teknis pelaksrmaan

kegiatan dimaksud ;

d. bahwa berdaarkan pertimbangan sebagainana dimaksud

pada huⅢf a, b, dan c pcrlu menctapk孤Peraturan Wan

Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksrmaan Kegiatan

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kota

Sibolga;

Meng血gat : 1･ Und紬g-Und紬g Nomor　8　D九　で血un 1956　te庇mg

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar D血am

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956　Nomor　59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

2. Ur血ngrundang...



2. Undang-Undang Nomor　28　Tahun 1999　tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (IJembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tanbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 385 1) ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun　2009　tentang

Kesej’ahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;

4･ Undang-Undang Nomor 12　T血un　2011 tent紬g

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (I,embaran

Neg狐a RepubHk　量ndonesia Tahun　2011 Nomor　82,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Und紬g Republik Indonesia Nomor 15 T血un 2019 ten屯皿g

Pemba心an A屯s Undang-Undang Repub虹k　量ndonesia

Nomor 12 Tchun 201 1 tentang pembentukan Peratul.an

Perundang-Undangan (I�ﾖ&�&���觀v�&��&W�V&ﾆ眠

lndonesia Ta血un 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Neg紬a Republik工ndonesia Nomor 6398) ;

5･ Und紬g-Und紬g Nomor 13　T血un　2011 tent紬g

Penanganan Fa血Mis貼n (I.embaran Negara Republik

lndonesia Tahun 201 1 Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Repub虹k Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (I�ﾖ&�&���觀v�&��&W�V&ﾆ眠

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tchun　2015 tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (I,embal.an Negel.a Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Ne蟹田a Republik量ndonesia Nomor 5679) ;

7. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Repu皿k量ndonesia Tahun 2012 Nomor 68, T狐bahan

ljembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) ;

8･ Peratu削Peme血t血Nomor 12 T血un 2019 tent劃g

Pengelolaan Keuangan Daerah (I.embaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tanbahan Lembaran

Neg紬a Repub止k Indonesia Nomor 6322) ;



9. Peraturan Presiden Nomor 16　T狐un　2018　tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Ilembaran Negera

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peratu則皿℃siden Nomor 13

Tahun 2021 tentang Pembahan a自s Peratu則打esiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan　打oduk Hukum Daerah (Be正ta

Negara Republik量ndonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah terakhir deng劃　Peraturan

Mente轟D血am Nege轟Nomor 120 T血un 2018 tent紬g

PeⅢbah狐A屯s Peraturan Mente轟D心細Nege轟Nomor 80

Tahun 20 15 Ten屯ng Pembentukan打oduk Hukum Daerah

(Be轟ta Nega重a Republik暮ndonesia鴫hun 2018 N｡m｡r

157);

Ill Peratur紬Mente正Sosial Nomor 48 T血un 2017 tent紬g

Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu

Pen紬gan狐Fa鵬r Misk血d劃Or紬g Tidak Mampu (Be轟ta

Negara Repub嵐Indonesia T血un 2018 Nomor 184);

12. Peraturan Menteh Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Behta Neg紬a Repub止k重ndonesia Tahun 2020 N｡m｡r

1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS

pE払KSANAAN KEG重A皿N FAslL重皿s宣　BANTUAN sos量AL

KESB↓AHTERAAN KELUARGA Ko恥slBOLGA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalan Peraturan Wali Kota ini yang dinaksud dengan:

1･　Daerah ad瓢ah Kota sibolga･

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urus紬pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Pewa鳥uan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi d紬皿gas Pemb紬tu紬deng紬p血sip otonomi seluas-1uasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Daar Negara Republik

賞ndonesia Tahun 1945.

3. Pemen’nfa九..



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Dael.ah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaks紬aan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4･　W狐i Ko屯adalah wali Kota sibolga･

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD

a地ah亀m yang dibentuk deng紬keputus孤Kep血a Daer血d紬dip血pin

oleh Sekretaris Daerah yang bertugas menyiapkan serta melaksanakan

kebijakan Kepala Daerah dalan rangka penyusunan APBD.

6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten

Pemerintahan dan Kese]’ahteraan Rakyat Kota Sibolga.

7･ Dinas sosial ad瓢血D血as sosial Ko屯Sibolga･

8･　Bad紬Pengelola紬Keu狐g紬, Pendapat劃d狐Aset Daer血adal血

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disin8kat APIP

ada址I裏nspe虻orat Kota Sibolga･

10･ Camat ad血ah camat se-Ko屯Sibolga.

1 1. Lurah adalah Lurah se-Kota sibolga.

12. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan se-Kota sibolga.

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah

pej’abat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil

keputu組n dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

14･ B劃tu紬Sosial adaぬh pembe轟紬b狐tu劃bempa u紬g/b紬紬g dad

Pemerintah daerah kepada individu) keluarga, kelompok dan

atau/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selek償

y紬g be叫u劃un血k melindu細直d証kemun如n劃te重jad血ya resiko

sosial.

15. Pemberi Bantuan Sosial adalah Pemerintah Kota Sibolga yang

menyelenggarakan prog- bantuan.

16･ Peny血ur紬　Bantuan Sosial adal血　proses pendis血busi紬b紬tu紬

kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Kota Sibolga kepada

masyarakat Kota Sibolga oleh tin pelaksma penyaluran.

17. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah

Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan

Keluarga dalam rangka membantu keluarga yang rentan sosial yang

datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

18. Fakir Miskin adalah orang yang温ma sekali tidak mempunyai sumber

mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi

tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan das虹yang layak

bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

19. Orang Yang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai penghasilan

tapi tidak manpu memenuhi kebutuhan daar.

20. Kebutαha乱..



20. Kebutuhan pangan masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat

sehari-hari yang diantaranya meliputi sembilan bahan pokok.

21. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang

berupa an8ka, teks, ganbar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan

metode diskusi･ waw狐ca重a, da皿peng劃atan langsung･

22･ Ve亜kasi data adalah proscs peme轟ksaan data untuk memas心kan

pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah

ditetapk紬　d紬　memas寄k紬　data y紬g tel血　d址u血pu此紬　atau

dimutakhirkan sesuai denganぬkta di lap紬gan･

23. Validasi data adalah pengesahan dan atau pengujian kebenaran atas

sesuatu data yang diterima.

24･ Pemuta址正調data ad血ah proses pemb血am紬data y紬g akumt,

terperinci, te叫adu dan berkualitas agar dapat meningkatkan kualitas

data.

BAB○○

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Maksud d紬叫u紬da轟Peratur紬Wah Kota ini ad心血seba如Petu可uk

Teknis Pelaksanaan Kegiatan F`asilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga,

sebagai upaya dari Pemerintah Kota Sibolga untuk memberikan akses kepada

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang rentan sosial agar dapat memenuhi

kebutuhan gizi.

BAB量1量

RUANG LINGKUP

Pas血3

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pelaks紬aan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kes匂ahteraan Kelu紬ga melipu寄:

A. Tahapan pelaks紬aan Kegiatan;

a. Perangkat daerah sebagal pelaksana penyaluran Bantuan Sosial Kegiatan

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

C. Pelaks紬aan penyalur.an Bantuan Sosial Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan

Keluarga;

D. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan

Keluarga; dan

E. Pertanggungjawaban dan pengawas紬Kegiatan F`asilitasi Bantuan S.sial

Kes匂ahteraan Ke重uarga.



BABV

KBTENTUAN PENUTUP

Pasal5

Peraturan Wali Kota ini mulai berla血pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wall Kota ini dengan penempatamya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Diundangkan di Sib○○ga

pada t狐ggal 31 Janua正　2022

sBKRETARls DAERAH Ko皿slBOLGA

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BER賞皿DAERAH KOTA SIBOLGA皿HUN 2o22 NOMOR 351

Salinan sesuai dengan aslinya



pETUN↓uK TEKNls pE払KSANAAN KEG重A船N

FAs工H皿s量BANTUAN sOs暮AL

KEs取JAHTERAAN KELUARGA Ko皿sIBOしGA

A･ Tahap紬Pelaksanaan Kegiatan.

Adapun tahapan dalam pelakcanaan kegiatan fasilitasi bantuan sosial

kesejahteraan keluarga adalah sebagai berikut :

1･ K轟teha KPM y紬g mene轟ma B紬tu劃Sosial Kegiat紬Fas皿iぬsi B紬tu狐

Sosial Kesejahteraan Keluarga diberikan kepada masyarakat dengan

khte正a sebagai be轟kut :

a. 1 (catu) Nana Anggota Keluarga dalam KPM sebagai pihak yang

mewakili Keluarga dan tercantum dalan Kartu Keluarga milik KPM;

b. Amggota Keluarga tersebut harus memihiki Nomor Induk Kependudukan

(NIK) da皿Nomor Ka虹u Keluarga;

c. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN/TNI/POLRI/BUMN);

d･ Buk紬Penchma B紬tu紬Sosia上関sat (BPNT d紬PKH); dan

e･ Tergolong warga mis貼n/rentan sosial.

2. Mekanisme pendataan KPM Bantuan Sosial Kegiatan Fasilitasi Bantuan

Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah sebagal berikut :

a. Tim verifikasi / validasi Kelurahan

1. Melakukan verifikasi prelish awal dan validasi untuk mengetahui

dan mempers劃dingkan data ant狐a pene轟ma bantu劃　sosi血

kesejahteraan keluarga dengan penerima PKH dan penerima BPNT;

2. Melaksanakan verifikasi KPM meninggal, tidak ditemukan, dan

ganda nomor Ka巾u Kelu糾ga;

3. Melakukan validasi data diganti dan mengusulkan data pengganti

KPM;

4. Melakukan musyawarah Kelurahan untuk data hasil validasi data

yang diganti dengan melampirkan Berita Acara Pengganti;

5. Mengirimkan data hasil musyawarah Kelurahan sesuai validasi

akhir; din

6〃 Men糾su量k劃Keluarga Pene正ma Man息at (KPM) ba則mel血ui

Kecamatan kepada Wall Kota Sibolga Cq. Dinas Sosial Kota Sibolga.

b.撮’m...



b. Tim pemutakhiran data usulan Penerima Bantuan Sosial

Tim pemutakhiran data usulan Penerima Bantuan Sosial bertugas :

1･ Menehma data usul紬Kec劃at狐;

2. Memutakhirkan data usulan Kecamatan jika teljadi ganda Ka轟u

Kelua重ga (KK) ;

3. Melakukan Rerfetu Bg Name Bg Addγess倒VBA) Usulan Calon

Pene正ma B紬tu紬Sosial kepada Tim APIP Kota Sib○○ga;

4･ Menyampaikan da屯usulan has組review BNBA usu重劃calon

penerima Bantuan Sosial Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga kepada Wall Kota Sibolga.

3. Jangka waktu pendataan

a･ D狐am　則gぬ　op心血弧isasi pendataan maka pendata劃　KPM

dilaks孤ak紬　2 (dua) bul紬sebelum penyaluran Bantuan S｡sial

Kesejahteraan Keluarga; dan

b. Pendataan dilak親nakan secara berkelanjutan untuk mendapatkan

data selumh warga Kota Sibolga yang rentan terhadap resiko sosial.

4･ Pengelompok孤Da屯

Hasil pendataan KPM Bantuan Sosial Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kes匂ahteraan Keluarga di kelompokkan me可adi :

a. Data prelish awal; dan

b. Data tanbahan (usuha baru).

5. Jumlah KPM Bantuan Sosial Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kes匂血tera紬Kelua重ga bersぬt d血a皿is, deng劃叫ua皿aga重selumh

masyarakat Kota Sibolga yang rentan terhadap resiko sosial dapat terdata

selu mhnya.

6. Lokasi Bantuan Sosial Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan

Keluarga dilakukan di 4 (empat) Kecamatan yang terdiri dari 17 (tujuh

belas) Kelurahan di Ko屯Sibolga.

7. Bes糾an Nilai dan Jenis Bantuan Sosial Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga disesuaikan dengan kemampuan keuangan

daerah.

8. Jangka waktu Bantuan Sosial Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga ditentukan oleh Organicasi Perangkat Daerah

te重kait d紬disesuaik紬dengan kem狐puan keuangan daerah.

a. Perangkat daerah sebagai pelaksana penyaluran Bantuan Sosial Kegiatan

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Adapun Per紬gkat daer血y紬g memi雌tugas d狐t紬蕗ung jawab d瓢紬

pelaks紬aan penyaluran Bantuan Sosial Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga adalah sebagal berikut :

I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakot Sibolga

be巾ugas:

a. MeJahaka7L..



a. Melakukan koordinasi dengan kepala Dinas Sosial dalam rangka

memmuskan teknis pelaks弧a紬pendataan KPM dan peny血u則

Bantu狐Sosial Kes匂ahteraan Keluarga;

b･ Melakukan pe皿an屯u紬terhadap pelaks劃a紬pendaセぬn KPM dan

penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; dan

c. Melakukan kcordinasi dengan Kepala Dinas Sosial dalam hal evaluasi

pendataan KPM dan penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan

Keluarga dan melaporkan hasⅡnya kepada W租i Kota.

2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, memiliki

tugas dan tang即ng jawab sebagai be轟kut :

a･ Mempersiapkan An鎧狐an Bela可a Ban調an Sosi瓢　Kes匂ahtera紬

Keluarga dengan perset巾uan TAPD; dan

b. Mencairkan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

y紬g d軸uk紬D血as Sosial kepada bendah紬a pengelu紬劃pada

Dinas Sosial sesua上　deng紬　ketentuan peratur孤　peⅢnd紬g-

undangan.

3. Dinas Sosial, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a･ Mempersiapk紬data p購1ish awal;

b･ Mempersiapkan dan merangkum data KPM Bantu紬　Sosial

Kes匂血tera紬Kelu祉ga y紬g bersumber da正da屯usul紬KPM yang

disampaikan oleh Camat;

c. Mengajukan data KPM Bantuan Sosial Kegiatan Fasilitasi Bantuan

Sosial Kes匂血tera紬Keluarga y狐g sud血di muta址irk狐y紬g

selanjutnya di Reou’etu oleh Tim APIP untuk kemudian ditetapkan oleh

Wali Kota dalan bentuk Surat Keputusr叫

d. Mempersiapkan dan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanj.a yang

akan disalurkan dalam Bantuan Sosial Kegiatan Fasilitasi Bantuan

Sosial Kesejahtel`aan Keluarga dengan jumlah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan ;

e. Mempersiapkan dan melaksanakan Pengadaan Bal.ang/Jasa Bantuan

Sosial Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

sesuai deng紬ketentu狐peraturan pemndang-und劃gan;

青　Melakukan koord血asi sekaligus menyerahk劃　Bantuan Sosial

Kegiatan F`asilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada

Camat se-Kota Sibolga untuk dis瓢urk紬kepada KPM, dim紬a teknis

peny血u即nya dibuat oleh C劃at;

9. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyaluran Bantuan Sosial

dengan Kecamatan penyalur;

h. Melakcanakan pemantauan dan evaluasi Kegiatan Fasilitasi Bantuan

Sosial Kesejahteraan Keluarga;

i･ Melakuk紬pemb血a紬te重hadap pelaks孤a紬tugas d紬血ngsi T血

K○○rdinasi B紬tu狐Sosi瓢Keca皿at狐d狐pe則gkat Kelurah劃;

j. Melakukan pertemuan dengan Kecamatan penyalur di tingkat Dinas

Sosi瓢KoねSibolga; din

k. dfe77やcrsia垂のn...



k･ Mempersiapkan lapor狐pe轟an絃ung jawab紬允s址dan keua皿gan

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada

Wali Kota Sibolga.

4･ C劃at, mem廿批i tugas dan tanggung jawab sebagai be正kut :

a. Melakukan koordinasi dan menugaskan Lurah yang ada di wilayah

keljanya untuk melaksanakan kegiatan pendataan calon KPM

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (dengan

menetapkan Keputus弧Kecamatan) ;

b. Menerima data calon KPM dari Kelurahan hasil validasi usulan

penehma Bantuan Sosi血Kes匂ahteman Kelu狐ga di wnayah ke重janya;

c･ Menyampaikan penetapan calon KPM (bg朋me bg addres) Kegiatan

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di wilaych keljanya

kepada Kepala Dinas Sosial Kota Sibolga dalam bentuk soficopg;

d. Membuat dan menandatangani Surat Pemyatan Tanggung jawab

Mutlak (SPTJM) bematerai cukup mengenai ke組nggupan untuk

melaksanak紬penyalur紬Bantuan Sosi血da轟pimpinan Kec劃atan

dan menyampaikan kepada Dinas Sosial Kota Sibolga;

e. Menerima barang Bantuan Sosial yang disalurkan melalui Kecamatan

penyalur dan D血as SosiむKo自Sibolga selaku penyedia B紬tuan

Sosi瓢;

f･ Menetapk狐jadw血penyalum sesuai dengan wilayah ke寄anya;

g･ Meny血urkan Ba即g Bantu紬Sembako kepada KPM dengan c紬a :

1. Pembagian kupon;

2･ Peng劃上山劃langsung oleh KPM di Kec劃at紬Peny瓢ur sesuai

dengan w組ayahnya;

3･ Memas仕kan kesiapan Sumber Daya Manusia Kecamatan Penyalur

untuk meny瓢u血【劃d瓢劃Bantuan Sosi瓢; dan

4･ Menyalurka皿B紬tuan Sembako kepada KPM dengan menerapk紬

Protokol Kesehatan dengan ketat.

h. Menyampaikan laporan pelaksrmaan kegiatan penyaluran Bantuan

Sosial kepada D血as Sosial Kota Sibolga p瓢ing l劃bat 1 (satu) bul紬

setelah bera軸心pelaksanaan pe叫y血uran.

5. Lurah, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan pendataan calon KPM Bantuan Sosial

Kes匂ahteraan Kelu虹ga mel瓢ui Kepala Lingkungan;

b. Melaks餌akan ve正鯖kasi dan v軸idasi data calon KPM Bantu紬Sosial

Kes匂ahteraan Keluarga di wilayah ke重janya;

c. Mengusulkan calon KPM (bg r肥me bg eddres) Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga di wilayah keljanya;

d. Menyanpaikan usulan calon KPM (的na肋e bg addres) Bantuan

Sosial Kesejahteraan Keluarga di wilayah keljanya kepada Camat

dalam bentuk soβcopg; dan

e. Melaks紬akan pemantauan dan evaluasi pendataan KPM di wilayah

ke寄anya.

c. pe心たsa′調α7し



C. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Kegiatan fasilitasi bantuan sosial

kesejahteraan keluarga melalui mekanisme sebagai berikut :

1･ Kepada D血as Sosi血melakukan penghu垂uk紬dan pengangkatan PPK

dalan melaksanakan pengadaan barang/jasa Bantuan Sosial

Kes匂ahtera紬Kelua｢ga Kota Sibolga;

2. Dinas Sosial melalui PPK mengajukan pemilihan penyedia jasa kepada

UKPBJ Kota Sibolga sesuai dengan peratur紬pemndang-und紬gan yang

berlaku;

3. Dinas Sosial melalui PPK melaks紬akan serah terima barang Bantuan

Sosial Kesejahteraan Keluarga Kota Sibolga kepada Camat yang

disesuaikan dengan kemampuan pendis廿ibusian p血ak penyedia barang

dilengkapi Be正ta Acam Serah Teh皿a Barang;

4･ Camat melakukan peme轟ksaan ku紬債tas dan ku血itas temasuk kemas孤

barang Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang sudah diterima dan

jika menemukan barang yang tidak sesuai maka dilakukan pengembalian

kepada penyedia barang jasa melalui PPK d櫨engkapi dengan Behta Acara

Pengcmbahan Ba重狐g;

5･ D血as Sosi瓢mel狐ui PPK meme轟ntahk紬penyedia b狐ang jasa Bantuan

Sosi血Kes匂ahteraan Kelua重ga untuk men縫an寄b紬ang yang心dak sesuai

kuantitas dan kualitasnya;

6･ Dhas Sosial mel孤ui PPK mempersiapkan paket B劃tuan Sosi瓢

Kes匂ahteraan Kelu狐ga d瓢am bentuk ke血asan y紬g disepaka心dengan

penyedia ba重ang〃 asa;

7. Dinas Sosial melalui PPK memerintahkan penyedia barang jaca untuk

mendis血busik劃Bantu劃Sosial Kes匂ahtera紬Kcluarga sesua上dengan

kuantitas dan kualitas yang ditentukan sanpal kepada titik lokasi

penampung紬yang telah ditetapkan oleh PPK;

8. PPK menyampaikan laporan pengeluaran Bantuan Sosial Kesejahteraan

Keluarga kepada kepala Dinas Sosial (selaku penanggung jawab kegiatan) ;

d弧

9･ Camat selaku penanggung jawab Kec劃ata皿membuat lapor狐secara

tertulis kepada kepala Dinas Sosial (selaku penanggung jawab kegiatan)

terkait realisasi penyaluran Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada

KPM di Kota Sibolga.

D. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan

Keluarga.

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Pemantauan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga,

terdi轟atas :

a. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan

pelaksanaan kegiatan penyaluran Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kes匂ahtera紬　Kelu紬ga sesuai dengan ketentuan peraturan

perund狐g- und劃g狐;

b. PemautatJan...



b･ Pem紬tauan d皿akukan oleh Asisten Peme正ntahan dan Kes匂ahteraan

Rakyat, Dinas Sosial, Kepala Bagian Pemerintahan, Camat, Lurah dan

pihak terkait;

c. Pemantauan dilakukan sesual dengan kebutuhan;

d･ Hasil pemantau紬di紬a虹sis dan dilaporkan kepada Wa止Ko屯; din

e. Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan

ev血uasi.

2. Evaluasi Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, terdiri

atas:

a〃　Ev瓢uasi dilakuk紬untuk mengukur keberhas組an a屯u kegagalan

pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan

Kelua丁ga;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Sosial, Kepala

Bagian Pemerintahan, Carat, Lurah dan pihak terkait melakukan

evaluasi Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

c. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan; dan

d. Hasil evaluasi disampaikan kepada Wali Kota.

E. Pertanggung]’awaban dan pengawacan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kes匂ahteraan Keluarga :

Pertanggungjawaban dan pengawacan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kes匂ahteraan Keluarga d皿akukan mel血ui mek紬isme sebagai be轟kut :

1･ Pelaksanaan pert狐ggし宣n由awaban Ke由atan Fasi脆tasi Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga, yaltu :

a･ C劃at membuat d紬menyampaikan la叩ran pe血nggung jawaban

risik penyaluran Bantuan Sosial Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kes匂ahteraan Kelu狐ga kepada kep狐a D血as Sosi血, d組engkapi :

a. Surat peng狐ta重;

b. Tanda terima yang ditandatangani KPM bg rmme均nddres per-

Lingkungan yang diketahui Lurah dalam bentuk加rdeopg;

c. Daftar mama KPM sesuai dengan bg mαme bg eddres per-Kelurahan

dal劃　bentuk so虹　c○py sesu証　dengan fb調at yang telah

ditentukan; din

d. Rekapitulasi penyaluran Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga setiap Kelurahan.

b. Dinas Sosial dan PPK membuat dan menyampaikan laporan

pertanggung jawaban　鯖sik dan keuangan penyaluran Kegiatan

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada Wall Kota

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan pengawasan penyaluran Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kcs匂ahteraan Kelu糾ga yang d組aksanak劃A剛P, meHpu亀:

a. Melakukan review terhadap rencana kebutuhan belanja Bantuan Sosial

Kesejahteraan Keluarga yang diajukan oleh Dinas Sosial;

b･ P軌`甲pαian-..



b. Pencapaian target realisasi Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kes匂ahteraan KeluaTga kepada KPM;

c. Kesesuaian pemanfaatan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kcs匂ahteraan Keluarga deng狐KPM;

d. Akuntanbilitas pertanggung jawaban penyusunan laporan penyaluran

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

e･ Transpar紬si penyalu｢紬　Kegiata皿　Fas出血si Bantuan Sosial

Kes匂ahteraa皿Keluarga;

青　Pelaks劃aan tan綬ung jawab D血as Sosi血, Penyedia Ba重ang/Jasa

Bantuan Sosial Sembako, Carat dalan penyaluran Kegiatan Fasilitasi

Bantu紬Sosi血Kes匂ahteraan Keluarga;

g･ APIP melaporkan hasil pengawas弧kepada Wali Kota dan Instansi yang

berwenang sesuai deng狐ketentuan peraturan pemndang-undangan;

dan

h. APIP dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Penyedia

Barang/Jasa Bantua皿　Sosial Sembako, Camat d址am rangka

pengawacan penyaluran Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial

Kes匂ahteraan Kelu糾ga.


